PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 47 TAHUN 2006

TENTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA

BUPATI SUMEDANG

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumedang, agar dapat berdayaguna dan berhasilguna  serta
untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme
Jabatan Fungsional Pustakawan, maka perlu disusun Tata Kerja dan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan,

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada hurufa di
atas, perlu menetapkan Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pustakawan dengan Peraturan Bupati..

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 “tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,




Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ),

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentzng Pemerintaban Daersh
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambehan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubzh dengan Undang-Undang
Nmf!TahMZO%manngpanPeramraan
Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 temang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemennizhan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tzhun 2005 Nomor 108
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548),

s Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan | embaran Negara Nomor 4438).

6, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, tentang formasi Pegawai
Negeri  Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4016);

9. Peraturan Pemerintuh Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil (Lemburun Negara Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembarun Neguru Nomor 4017) sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Pemerinatah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

|1, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negen Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4263),

12, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

13. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tunmjangan Jabatan
Fungsional Pustakawan;




14, Keputugan ~ Menteri  Pendaynpunaan  Aparatur Negara Nomor
132/KEP/M. PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan
Angka Kreditnya.

15, Peraturan Dacrah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang
Kewenangan pemerintah  Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 65 seri D.42),

16 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 tahun 2000 tentang
Pembentukan  Organisasi  Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 6 sen D.5)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2002 Nomor 17 seri D.11);

17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Kreditnya.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN

PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumedung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang
3. Bupati adalah Bupati Sumedung,
4. Sekretaris Dacrah adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Sumedang
5. Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah
organisasi/lembaga pada Pemerintah  Kabupaten  Sumedang  yang
bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari Sekretanat Daerah, Sckretaniat Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,




Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan
kebutuhan daerah.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupat

7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak scorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam peluksanaan tugasnya didasarkan kepada
keahlian dan atau keterampilan (ertentu serta bersifat mandiri.

8. Jabatan Fungsional Pustukuwan yang selanjutnya disebut Pustakawan
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional
oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang
dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan keputakawanan pada
unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemenntah
dan unit tertentu lainnya.

9. Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang perpustakaan,
dokumentasi dan informasi.

10. Unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah unit kerja yang
memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus dan koleksi bahan
pustaka sekurang-kurangnya terdiri dari 1000 judul dari berbagai disiplin
ilmu yang sesuai dengan jenis perpustakaan yang bersangkutan dan
dikelola menurut system tertentu

11. Pustakawan tingkat terampil adalah Pustakawan yang memiliki dasar
pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya
Diploma II Perpustakaan, Dokumentasi dan informasi.

12. Pustakawan Tingkat Ahli adalah Pustakawan yang memiliki dasar
pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Sarjana
(S1) Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Sarjana bidang lain
yang disetarakan.

13. Pekerjaan Kepustakawanan adalah kegiatan utama dalam lingkungan unit
perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang meliputi kegitan
pengadaan, dan pengelolaan bahan pustaka/sumber  informasi
pendayagunaan dan pemasyarakatan informasi baik dalam bentuk karya
cetak maupun multi media, serta kegiatan pengkajian atau kegiatan lain
untuk pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi,
termasuk pengembangan profesi.

14. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas
prestasi yang telah dicapai oleh seorang pejabat fungsional Pustakawan
dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu




syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat pejabat
fungsional Pustakawan.

15. Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan adalah Tim Penilai yang dibentuk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja pejabat fungsional Pustakawan.

16, Sckretariat Tim Penilai adalah Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit
jabatan fungsional Pustakawan.

17 Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam
jabatan fungsional Pustakawan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

18 Pemindahan adalah pemindahan dari jabatan struktural atau jabatan
fungsional lainnya ke dalam jabatan Pustakawan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

19 Pemberhentian adalah pemberhentian dan jabatan fungsional Pustakawan
dan bukan pemberhentian sebagui Pegawai Negeri Sipil.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
(1) Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai
pelaksana, penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit
perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada instansi pemerintah.
(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah
berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Rincian Tugas
Pasal 3
(1) Tugas Pokok pejabat fungsional Pustakawan Tingkat Terampil meliputi
pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber
informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi
serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan
informasi.
(2) Tugas Pokok pejabat fungsional Pustakawan Tingkat Terampil meliputi
pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber
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(€)

Q)

()
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informasi, pcmnsyurukulan perpustakaan, dokumentas dan informasi
serta pengkajian  pengembangan perpustakaan, dokumentasi  dan
informasi,

Di dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2) pasal ini, Pustakawan mempunyai (Ugas dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari peraturan ini,

BAB 111
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Jenjang Jabatan
Pasal 4
Jenjang jabatan fungsional Pustakawan terdiri dari Pustakawan Terampil
dan Pustakawan Ahli .
Jenjang jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggl,
adalah:
b. Pustakawan Terampil terdiri dari :
1. Pustakawan Pelaksana.
2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan.
3. Pustakawan Penyelia.
¢c. Pustakawan Ahli terdiri dari ;
1. Pustakawan Pertama.
Pustakawan Muda.

Pustakawan Madya.

St rend o

Pustakawan Utama

Bagian Kedua
Jenjang Pangkat dan Golongan
Pasal 5

Jenjang pangkat dan golongan ruang Pustakawan Terampil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Bupati ini, dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi yaitu :
a. Pustakawan Pelaksana terdiri dari :

1. Pengatur Muda, Tk. 1, golongan ruang 11/b;

2. Pengatur, golongan ruang 1I/c;




3. Pengatur TK.I golongan raang 11/d,
b. Pustakawan Pelaksuna Lanjutan, terdini dart
1. Penata Muda, golongan ruang 11/a;
2. Penata Muda TK. 1, golongan ruang 111/b.
¢. Pustakawan Penyelin, terdiri dari:
1. Penata, golongan ruang l1l/c;
2. Penata Tk. I, golongan ruang 111/d.

(2) Jenjang pangkat golongan ruang Pustakawan Ahli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf'b Peraturan Bupati ini, dan yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

a. Pustakawan Pertama, terdiri dari :
1. Penata Muda, golongan ruang I11/a;
2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang I11/b.
b. Pustakawan Muda, terdin dari :
1. Penata, golongan ruang IIl/c;
2. Penata Tk. I, golongan ruang I1I/d.
¢. Pustakawan Madya, terdiri dari :
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b;
3 Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Pustakawan Utama, terdiri dan :
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
2 Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pustakawan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, adalah jenjang
pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM
DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Baginn Kesatu
Pengunghkatan
PPasal 6
(1) Pengangkatan Pegawai Negorl Sipil dalam dan dari jabatan fungsional
Pustakawan  ditetapkun  olch Bupati scbagai Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah.




2)

(1)

)

3)

(1

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional
Pustakawan, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali
wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah
dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Perangkat [Daerah Kabupaten Sumedang
mempunyai  Kewenangan mongusulkan Pegawai Negeri Sipil yang
telah memenuhi persyaratan dulam Jubatan Fungsional Pustakawan
kepada Bupati.

Badan Pertimbangan Jubatan dun Kepangkatan mempunyai kewenangan
untuk memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi Pegawal
Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku jabatan fungsional
Pustakawan  sebagai  bahan  pertimbangan Bupati  dalam
pengangkatannya.

Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pustakawan didasarkan kepada
formasi jabatan fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Persyaratan untuk diangkat pertama Kali dalam jabatan fungsional

Pustakawan Terampil adalah sebagai berikut:

a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;

b. berijazah serendah-rendahnya Diploma 11 (D.I1)/Perpustakaan,
Dokumentasi dan Informasi atau Diploma bidang lainnya;

c. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang
1I/b.

d. bagi Diploma I (D II) bidang lain harus mengikuti pelatihan
kepustakaan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Perpustakaan
Nasional RI.

e. bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi
sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

f  memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan,

g. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sckurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

h. memenuhi persyaratan schat jasmani dan rohani yang dibuktikan
oleh Dokter Penguji Tersendiri.




2)

3)

(M

(03]

Persyaratan untuk diangkat pertama Kali dalam jabatan fungsional

Pustakawan Ahli adalah sebagai berikut:
berstatus Pegawai Negeri Sipil;

b. berijazah  serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Perpustakaan,
Dokumentasi dan Informasi atau Sarjana bidang lainnya.

c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang 11l/a;

d. bagi Sarjana (S1) bidang lain harus mengikuti pelatihan kepustakaan
dengan kualifikasi yang ditentukan oleh perpustakaan nasional R

e. bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi
sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

f memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;

g setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

h. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan
oleh Dokter Penguji Tersendiri.

Untuk menentukan jenjang jabatan fungsional Pustakawan Terampil dan

Pustakawan Ahli sebagaimani dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal

ini, digunakan angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan,

pengorganisasian dun pendayagunaan kolcksi bahan pustaka/sumber

informasi pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi,

pengembangan profesi serta unsur penunjang kegiatan yang mendukung

pelaksanaan tugas Pustakawan, setelah ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang menetapkun angka kredit.

Pasal 9
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan
fungsional Pustakawan Terampil maupun Pustakawan Ahli atau
perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat
sebagimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) peraturan
Bupati ini.
Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah sebagai berikut :
a. memiliki pengalaman di bidang Pustakawan sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun.
b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia
pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
c. setiap unsur daftar penilaian pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.




3)

“4)

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negen Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sama dengan pangkat yang
dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Pustakawan ditetapkan
sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini,
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang Pustakawan.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara

Pasal 10

Pustakawan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir

¢c. ditugaskan sccard penub

tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang di tentukan untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi.

1. Pustakawan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.1 golongan ruang
[U/b sampai dengan Pustakawan Penyelia pangkat Penata golongan
[c;

2. Pustakawan Pertama pangkat Penata Muda golongan Ill/a sampai
dengan Pustakawan Utama pangkat Pembina Utama Muda IV/d.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir

sekurang-kurangnya:

tidak dapat mengumpulkan angka kredit
Kkawan Penyelia pangkat Penata

1. 10 (sepuluh) angka kredit bagi Pusta
Tk. I golongan 111/d;

2. 25 (dua puluh lima) angka
Utama pangkat pembina Utamu golongan ruang 1V/e.

kredit dari unsur utama bagi Pustakawan

di luar jubutan fungsional Pustakawan;
tugas belajar lebih dari 6 (cnum) bulun;

plin Peguwai Negeri Sipil deng
berupa jenis hukuman

dijatuhi hukuman disi an tingkat hukuman

disiplin sedang atau berat
pangkat;

diberhentikan sementard schagai pegawai Negeri Sipil;
i untuk persalinan anak ke 4 dan

disiplin penurunan

cuti diluar tanggungan negara, kecual

seterusnya.
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Baginn Ketign
Pengungkntnn Kembali

(1) Pustakawan yang telah selesni menjalani  pembebasan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pusal 10 Peraturan Bupati ini, dapat
diangkat kembali pada jabatan semula.

) Pustakawan yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat menggunakan angka kredit
terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestas kerja baru di bidang
pustakawan yang diperoleh scluma tidak menduduki jabatan fungsional
pustakawan, setelah ditetapkan oleh pejabat  yang berwenang

menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat
Pemberhentian dalam Jabatan
Pasal 12

Pustakawan diberhentikan dari jabatannya apabila :

a  dalam jangka waktu | (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 huruf a dan b
Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman
disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali

hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian Angka Kredit
Pasal 13
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penctapan angka kredit, setiap jabatan
fungsional Pustakawan diwajibkan mencatat dan menginventarisir
seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (lign) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil.
(2) Apabila hasil peniluinn utau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipandang sudah dapat memenuhi
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jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
secara hierarki Pustakawan dapat mengajukan usul penilaian dan
penetapan angka kredit.

(3) Penilaian dan penctapan Angka Kredit jabatan fungsional Pustakawan
dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tzhun, yaitu pada
bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawa! Negeri
Sipil.

Pasal 14
(1) Pejabat yang berwenang menctupkan angka kredit jabatan fungsional
Pustakawan adalah :
a Kepala Perpustukun Nusional RI bagi Pustakawan Madya dan

Pustakawan Utamu dilingkungan Perpustakaan Nasional Rl dan
[ntansi lainya,

b. Bupati Sumedang bugi pustakawan pelaksana sampai dengan
Pustakawan Penyclia dan Pustakawan pertama sampai dengan
Pustakawan Muda yang bekerja pada SKPD yang bersangkutan di
lingkungan Pemcrintah Kabupaten Sumedang.

(2) Pejabat yang berwenang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

pasal ini, dapat mendclcgasikan scbagian wewenangnya kepada pejabat

Jain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon IIT untuk menetapkan
angka kredit bagi jabatan fungsional Pustakawan Pelaksana pangkat
Pengatur Muda Tk.I golongan ruang Il/b sampai dengan Pustakawan
Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dan Pustakawan
Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang [Il/a sampai dengan
Pustakawan Muda pangkat Penata Tk. I golongan ruang I11/d.

(3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi dan Tim
Penilai Angka Kredit Kabupaten.

Bagian Kedua
Penctapan Angka Kredit
Pasal 15

(1) Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Pustakawan untuk
jenjang Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang [I/b
sampai dengan Pustakawan Penyelia pangkat Penata Tk.1 golongan ruang
[11/d serta Pustakawan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang
[11/a sampai dengan Jenjang Pustakawan Muda pangkat Penata Tkl




polongan ruang 11/ diajukan oleh Kepala SKP'D Kabupaten Sumedang

vang membidangi Arsip dan Perpustakaan kepada [Bupal, dan untuk

Jenjang Pustakawan Madya pangkat Pembina golongan ruang [V/a sampa

dengan Pustakawan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e

diajukan oleh Bupati kepada Kepala Perpustakan Nasional RI melalus
Badan Perpustakaan Daerah Provinsi,

(2) Persyaratan Penctapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Pustakawan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah scbagai berikut :

a. Jenjang Pustakawan Terampil ;
| Pustakawan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.1 golongan ruang
11/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 40;
5 Pustakawan Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang Il/c angka
kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;
3. Pustakawan Pelaksana pangkat Pengatur Tkl golongan ruang 11/d
angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 80;
4 Pustakawan Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan
ruang I1l/a angka kredit kumulatif'yang dipersyaratkan adalah 100,
5. Pustakawan Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk.I
golongan ruang III/b angkn kredit kumulatif yang dipersyaratkan
adalah 150,
6. Jenjang Pustakuwan Penyelin pangkat Penata golongan ruang 11/c
angka kredit kumulatif yung dipersyaratkan adalah 200;
7. Jenjang Pustakawan Penyelin pungkat Penata Tk.I golongan ruang
[11/d angka kredit kumulatil'yang dipersyaratkan adalah 300.
b. Jenjang PustakawanAhli :
| Pustakawan Pertama pungkat Penata Muda golongan ruang 111/a,
angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
2 Pustakawan Pertama pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang
111/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
3. Pustakawan Muda pangkat Penata golongan ruang I11/c, angka
kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
4 Pustakawan Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang 111/d,
angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
5. Pustakawan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a,
angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
6. Pustakawan Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b,
angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
7. Pustakawan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan
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ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah

700;
8 Pustakawan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan
ruang 1V/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah
850,
9. Pustakawan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang
[V/e, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 1050,
(3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penctapan angka kredit
kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih

lanjut oleh Bupati.

Pasal 16
Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan  Bupati ini digunakan untuk
mempertimbangkan kenaikan jabatan /pangkat Pustakawan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk angka kredit jabatan fungsional Pustakawan Pertama sampai dengan
Pustakawan Muda yang bekerja pada SKPD serta Unit Kerja lainya
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, pengusulan
penetapan angka kredit jabatan fungsional Pustakawan dilakukan oleh Kepala
SKPD Kabupaten Sumedang yang membidangi Perpustakaan atau pejabat
lain yang ditunjuk oleh Kepala SKPD Kabupaten Sumedang yang

membidangi Perpustakaan Kabupaten Sumedang,

BAB VI
TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pusal I8
(1) Susunan keanggotaun Tim Penilui Angka Kredit terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil dengan susunan schugai berikut :
a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merungkap Anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;
d. Sebanyak-banyaknya 4 (cmpat) orang anggota diluar huruf a, huruf

b dan huruf ¢ diatas.




(2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim
Penilai angka kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
ditetapkan olch Peraturan Bupati,
(3) Anggota Tim Penilai Angka kredit schugaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini adalah Pustakawan dun atau pejabat lain dengan ketentuan
a. jabatan/pangkat serenduh-ronduhnyn sama dengan jabatan/pangkat
Pustakawan yang dinilai.

b. memiliki keahlian scrta kemampuan untuk menilai prestasi kerja
Pustakawan.

c. dapat aktif melakukun penilaian

(4) Masa jabatan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2) pasal ini adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang |
(satu) kali masa keanggotaan/periode.

(5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum
memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi
kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan dan atau
kabupaten terdekat.

(6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim
Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.

(7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2
(dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah
melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.

(8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat
dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai
jumlah Pustakawan yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang
yang berbeda.

BAB VII
KELOMPOK/ KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

(1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/ koordinator jabatan
fungsional.

(2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang
berkedudukan pada SKPD Kabuputen Sumedang yang membidang; Arsip
dan Perpustakaan,




(3) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagarmand dimaksud pada

ayat (1) pasal ini, baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan akan

diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati,

BAB VIII
TUNJANGAN JABATAN DAN
TUNJANGAN DAERAH /INSENTIK
Pasal 20

(1) Pegawai  Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan  fungsional

pustakawan berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.

(2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
dan kemampuan keuangan dacrah,

(3) Selain mendapat tunjungan jubatun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
pasal ini, dapat diberikan (unjungan dueral/insentif.

(4) Besaran tunjangan jubatan ducralv/insentif sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan dacrah,

dan diatur lebih lanjut dulam Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGISIAN JABATAN
Pasal 21

(1) Pengisian jabatan fungsional PustaKawan disesuaikan dengan beban
tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Pustakawan.

(2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan
Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut
oleh Bupati.




Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
mmmmmwmmmmaeﬁmmmh.

Ditetapkan di Sumedang
a fa 7 vesember 206

Diundangkan di Sumedang

SEKRETARIS DAERAH

TAHUN 2006 NOMOR 32 SERI




LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR :« 47 wah7n 2000
TANGGAI, : T vesember 2006
TENTANG : TATA KERJA DAN PENILAIAN
ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

"v\ama Jabatan :  Pustakawan Pelaksana
'a. Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur Il/c dan Pengatur Tk.I 11/d

b. Rincian Tugas

1. Menghimpun alat seleksi bahan pustaka;

2. Melakukan survei bahan pustaka,

3. Membuat dan menyusun desiderata,

4. Meregistrasi bahan pustaka;

5. Melakukan verifikasi data bibliografi;

6. Melakukan katalogisasi sederhana;

7. Melakukan katalogisasi salinan;

8.  Mengalihkan data bibliografi secara manual;

9.  Mengalihkan data bibliografi secara elektronis;

10. Membuat kelengkapan bahan pustaka,

11. Mengelola jajaran bahan pustaka;

12. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/preventif,
 13. Merawat bahan pustaka dalam rangka penanganan/treatment,
- 14, Melakukan layanan sirkulasi;
" 15. Melakukan layanan perpustakaan keliling;

Menyediakan bahan pustaka koleksi setempat,
Mengumpulkan data untuk statistik;

P
S o

18. Melakukan publisitas.
Na,ma Jabatan . Pustakawan Pelaksann Lanjutan
\ ‘_;_]?angkat/Golongan . Penata Muda I1/a dan Penata Muda Tk.1 1117b
 Rincian Tugas

1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan

koleksi;
Mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai;
Mengidentifikasi bahan pustaka dalum rangka penyiangan bahan pustaka,

Mengolah hasil penyiangan;




5 Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan
pustakan,

6. Melakukan klasifikasi sederhana;

7. Mengolah data bibliografi dalam bentuk kartu katalog;

- 8. Mengolah data bibliografi dalam bentuk basis datu

9. Menyusun daftar tambahan pustaka.

10. Membuat kliping;

b1t Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan
& pelestarian bahan pustaka;

12. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka penyimpanan dan pelestarian,

A Mereproduksi bahan pustaka kepustukuan kelabu;

14. Mereproduksi bahan pustaka berupa buku;

15. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi;
16. Melakukan layanan bahan pandang dengar;

17. Menyediakan bahan pustaka melalui silang layan;

18. Melakukan bimbingan membaca,

19. Melakukan cerita pada anak-anak;

20. Mengumpulkan data untuk dibuat analisis kepustakaan;

21. Mengumpulkan data untuk informasi teknis;

22. Mengolah dan menyusun data statistik;

23. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan;

24. Mngumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas;
25. Menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis, brosur dan leaflet;
26. Menyusun materi publisitas berbentuk poster/gambar peraga,

27. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran;
28. Menyiapkan materi dan penataan pameran;

~ 29. Menjadi pemandu penyelenggaraan pameran.

Q\Iiama Jabatan : Pustakawan Penyelia
a. Pangkat/Golongan ~ : Penata IIl/c dan Penata Tk. I I1l/d
b. Rincian Tugas
Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan
koleksi;
Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan
pustaka;
Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks,
Membuat anotasi;
Menyunting data bibliografi;




~ Micoyusum bibhografi, mdeks dan sejenisnya,

. Miengolsh data Galam renghs Memyusun remcana operasion! penyimpanan dan
Mcngoish data dalam rangks menyusuR rencana operasional layanan 1nfOOMASL,
Melskukean Isvanan nyuken cepel

Melsiukan peneluresan linersrur untuk bahan bacaan.

Membine $0MPOK pembacs.

Menycherkan mformas terberu kulat berbentuk lember lepas.

Mengolsh dst2 dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan,
Melakuksn penyvuluhan massal dengan cara menggunakan alat bantu audiso-visual
tentane kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan dokumentast dan informast
kepada pemaka: perpustakaan,

Melakukan penyuluhan massal tanpa menggunakan alat bantu tentang kegunaan
dan pemanfastan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada pemakai
perpustakazn.

Melakukan penyuluhan tatap muka dalam kelompok tentang Kegunaan dan
pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada pemakai;

Melakukan penyuluhan perpustakaan lentang pengembangan perpustakaan
dokumentsi dan informasi kepada penyclenggara dan pengelola perpustakaan
tingkat kelompok:

Mengolah datz dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas:

Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang dengar,

: Mengolah datz dalam rangka menyusun rencana operasional pameran,

23, Menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan pameran.

na Jabatan : Pustakawan Pertama

Pangkat/Golongan : Penata Muda IIl/a dan Penata Muda Tk.I [Il'b

1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan
koleksi,

Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan
Mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai;
Mengidentifikai bahan pustaka dalam rangka evaluasi dan penyiangan koleksi,
w data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan
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17.
18.
1.
20.

Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan
pustaka;
Melakukan klasifikasi yang bersifat sederhana;
Menentukan kata kunci;
Membuat sari karangan indikatif;
Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya;
Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan
dan pelestarian bahan pustaka,
Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan
pelestarian bahan pustaka,
Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan
informasi;
Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi;
Melakukan layanan rujukan cepat;
Melakukan penelusuran litelatur untuk bahan bacaan;
Melakukan bimbingan membaca;
Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan;
Menyebutkan informasi terbarw/kilat berbentuk lembar lepas;
Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas;
Mengumpulkan data untuk dibuat analisis kepustakaan;
Mengumpulkan data untuk informasi teknis;
Mengolah dan menyusun data statistik,
Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan;
Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan;
Menyusun materi penyuluhan (entung kegunuan dan pemanfaatan perpustakaan
dokumentasi dan informasi;
Melakukan penyuluhan massal dengun carn menggunakan alat bantu audio visual;
Melakukan penyuluhan massa tanpa alat buntu;
Melakukan penyuluhan tatap muka dalam kelompok;
Melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentsi dan
informasi kepada pényelengguru dan pengelola perpustakaan tingkat kelompok;
Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas:
Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasioanl publisitas;
Menyusun materi publisitas berbentuk cerpen, scenario, artikel,
Menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis, brosur, leaflet;
Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana opersional pameran,
Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran,

Menjadi pemandu dalam penyelenggaraan pameran,




y m‘hﬂ data dalam rangks Ty usui fencana (,pgrasion‘d; pengkagxan
Mengumpulkan data untsk penghajian yang berifal sederhanz.
\ Mengumpulkan data hasil penclitian dakun rangka menyusun rencana operasional

gD DETpA ke
Membuzl pro\otip/moded,

: Pustakawan Muda
pgkat/Golongan ° Penata l1Uc dan Penata Tk | 11l/d

Tugas :
Menpmmudanmmymmmwnomionalpenganbangankoleksi;
Membuat instrumen dalam rangka survei minat pemakai;
Mengolah dan menganalisis datz dalam rangka survei minat pemakai;
Menyeleksi bahan pustaka;
Menetapkan hasil evaluasi dan penyiangan koleksi;
Menganalisis dan menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka;
Menentukan tajuk subyek;
Melakukan klasifikasi yang bersifat kompleks;
Membuat sari karangan informatif;
Menyunting data bibliografi,
Menganalisis dan menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian
bahan pustaka;
Menganalisis dan menyusun rencana operasional layanan informasi;
Melakukan bimbingan pemakai sumber rujukan,
Melakukan penelusuran literatur untuk penelitian dan atau penulisan ilmiah;
Membina kelompok pembaca;
Menyebarkan informasi terbarwkilat berbentuk paket/bulletin informasi;
Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk paket informasi;
Membuat resensi/tinjauan buku;
Menyusun/menganalisis informasi teknis,
20. Menganalisis dan menyusun rencana operasional penyuluhan;
21, Melakukan identifikai potensi wilayah dalam rangka penyuluhan;
22, Mengolah hasil identifikasi potensi wilayah dulam rangka penyuluhan;
. Menyusun materi penyuluhan (entang pengembangan perpustakaan, dokumentasi
dan informasi,

V.
3
4
5
16,
3
8
9,

. Melakukan penyuluhan massal fentang kegunuan dan pemanfaatan perpustakaan
dokumentasi dan informasi kepuda pemakai dengan cara memberikan penjelasan
melalui TV dan radio;

25 Melakukan penyuluhan tentang pengembungan perpustakaan, dokumentasi dan




informasi kepada penyelenggarn dan pengelola tingkat Kabupaten,

Melakukan evalugsi paska  penyuluhan ftentang kegunaan dan pemanfaatan
 perpustakaan, dokumentast dan informasi tnghat Kabupaten,

Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan,
dokuemntasi dan mformasi tngkat Kabupaten;

Menganalisis dan menyusun rencana operasional publisitas,;

© Menyusun mateni publisitas berbentuk shide, pandang dengar,

0. Melakukan evaluasi paska publisitas,

. Menganalisis dan menyusun rencana operusional pameran;

Membuat rancangan desain pamenan,

- Menjadi penanggungjawab penyclenggaraan pameran,

Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penghajian;

- Menyusun instrumen dalam rangha pengkajian yang bersifat sederhana;

Mengolah data dalam rangka penghajian yang bersifat sederhana.

Menganalisis dan merumuskan hasil kajian yang bersifat sederhana.

Mengumpulkan data dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks;

Mengolah data dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks;

Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan
perpustakaan;

. Melakukan uji coba prototip/model.

: Pustakawan Madya
- Pembina IV/a, Pembina Tk.I IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c

Menyusun tinjauan keputusan (review);

Menjadi penanggungjawab/editor dalam pemberian informasi teknis;

Menyusun program intervensi pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan
informasi;

Melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan
informasi kepada penyelenggara dan pengelola tingkat Propinsi;

Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan
perpustakaan, dokumentasi dan informasi tingkat Propinsi;

Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan
dokumentasi dan informasi tingkat Propinsi;

Melakukan evaluasi paska pameran,

Menganalisis dan menyusun rencana operasional dalam rangka pelaksanaan
pengkajian;

Mengevaluasi dan menyempurnakan pengkajian yang bersifat sederhana.




~ Menyusun instrumen dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks;

. Menganalisis dan merumuskan hasil kajian yang bersifat kompleks;

_ Menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan perpustakaan;
. Menyusun desain prototip/model;

Mengevaluasi dan menyempurnakan propotip/model;

Membuat analistik/kritik karya kepustakawanan;

Jabatan : Pustakawan Utama
skat/Golongan - Pembina Utama Madya, V/d dan Pembina Utama, IV/e
- T* .

Menjadi penanggungjawab dalam pembuatan tinjauan kepustakaan (review);
Melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan
informasi kepada penyelenggara dan pengelola tingkat Nasional,

Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan
perpustakaan, dokumentasi dan informasi tingkat Nasional;

Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan,
wa—wmmmmm kompleks;
wmu-mmabmbunnﬁsis/kriﬁknﬂm
kepustakawanan;

Menelaah pengembangan di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
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